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MOTTO 

“kamu tidak bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengatur layarnya”. 

(Jimmy Dean) 

“Hidupmu bukan cuma untuk dirimu sendiri dan kerja keras bisa mengalahkan 
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RINGKASAN 

Fikky Septa Setyawan. Februari 2026. AKIBAT HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG 

PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN 

FIDUSIA. 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H. 

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan 

kedudukan istimewa (preferen) kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan 

piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Sebelum adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial 

yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur 

dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Namun 

dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan permasalahan karena 

dilakukan secara sepihak dan berpotensi melanggar hak debitur. 

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian 

ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah 

memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah 

menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan secara 

sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau 

apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam 

keadaan demikian, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme peradilan 

guna menjamin perlindungan hak para pihak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan objek jaminan fidusia setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta menganalisis 

dampaknya terhadap pengembalian hak kreditur, khususnya perusahaan 

pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan putusan, serta pendekatan 

konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak 

menghapus hak preferen kreditur maupun kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan 

fidusia, melainkan memberikan batasan dalam pelaksanaannya. Eksekusi tetap 

dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan sepanjang terdapat kesepakatan yang 

jelas mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Namun, 

apabila timbul perselisihan, maka penyelesaiannya wajib dilakukan melalui proses 

hukum di pengadilan. Dengan demikian, kedudukan objek jaminan fidusia pasca 

putusan menjadi bersifat kondisional dan bergantung pada kesepakatan serta itikad 

baik para pihak. 

Putusan ini memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi perusahaan 

pembiayaan. Di satu sisi, perlindungan hukum bagi debitur menjadi lebih kuat 

karena pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prinsip due process of law. Di 

sisi lain, kewajiban menempuh jalur peradilan dalam kondisi tertentu dapat 

memperlambat proses pengembalian hak kreditur dan menambah biaya 

operasional. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna 
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menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam 

pelaksanaan jaminan fidusia. 
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ABSTRAK 

Fikky Septa Setyawan. Februari 2026. AKIBAT HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG 

PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN 

FIDUSIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat. Tavinayati, S.H., M.H. 

 

Dalam kegiatan leasing (sewa guna usaha), jaminan fidusia digunakan sebagai 

perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan apabila debitur wanprestasi. 

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, sertifikat jaminan fidusia memiliki 

kekuatan eksekutorial yang memungkinkan eksekusi dilakukan secara langsung 

tanpa melalui pengadilan, namun praktik tersebut kerap menimbulkan 

permasalahan hukum. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang 

ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah 

menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak 

terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau penyerahan sukarela objek 

jaminan, sehingga dalam hal terjadi sengketa harus ditempuh melalui mekanisme 

peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan 

tersebut tidak menghapus hak preferen kreditur, tetapi membatasi pelaksanaannya 

agar selaras dengan prinsip due process of law, yang berdampak pada efektivitas 

pengembalian hak kreditur dari segi waktu dan biaya, namun sekaligus 

menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam 

pelaksanaan jaminan fidusia. 

Kata kunci (keyword): Jaminan Fidusia, Leasing, Putusan Mahkamah Konstitusi. 
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